PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
JIn. H. Agus Salim No.04 Telp. (0752) 484295
PADANG PANJANG (27128)

Nomor
Lamp
Hal

: W3-A8/942 /PL.01/6/2022 Padang Panjang, 06 Juni 2022

: Permohonan Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Negara

Kepada Yth :
Bapak Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Bukittinggi
di Bukittinggi.

Assalamualaikum Wr.Wb

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang
Milik Negara, dengan ini kami mengusulkan Penctapan Status Penggunaan
Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang sebagaimana
daftar terlampir.

Sebagai dasar Penetapan tersebut, bersama ini kami lampirkan berkas-berkas
pendukung yang disyaratkan sebagai berikut :

1.
.4
3.

MR v

Daftar Barang yang diusulkan;

Kartu Inventaris Barang;

Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kepemilikan bermaterai
cukup;

Surat Pernyataan tidak memiliki IMB untuk Pagar Permanen;
Keputusan/Peraturan Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Barang;

List Data BMN dari SIMAK;

Foto berwarna BMN;

Fotokopi Sertifikat Tanah;

Fotokopi IMB;

Demikianlah surat permohonan ini kami buat, atas kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

MY EFARMHMY, SHI, MA
NIP. 1b810 W 200604 2 004



DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

PADA SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

No

Kode Barang

Nama BMN

Nilai Perolehan'Bukti Kepemilikan]

NUP Alamat Luas/m2 | Tahun Perolehan Ket
1 2 3 6 7 9
Tanah B P J1. Perintis Kemerdekaan No. 06, il Piki®
1| 2010101002 | " “"Cgi”]""‘", ot 1 Kelurahan Balai-balai, Kecamatan 551 M2 1978 1.377.500.000 | "0 58 O e
olongan Padang Panjang Barat, Kota Padang tahun 1988
Jl. H. Agus Salim No. 04, Kelurahan
2 4040104001 Pagar Permanen 1 Guguk Malintang, Kecamatan Padang - 2008 193.410.000 -

Panjang Timur, Kota Padang Panjang




PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
Jin. H. Agus Salim No.04 Telp. (0752) 484295
PADANG PANJANG (27128)

SURAT KETERANGAN KEBENARAN DOKUMEN BERFOTOKOPI
Nomor : W3-A8409/PL.01/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USMAN, SH

Nip : 19641231 198302 1 001

Jabatan  : Sckretaris selaku Kuasa Pengguna Barang

Unit : Pengadilan Agama Padang Panjang

Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Gedung Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang dengan No. 80/WAKO-DPU-
IMB/VI1I-2007 tanggal 20 Juli 2007 adalah sesuai dengan aslinya.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
A

N Panjang, 02 Juni 2022

-INIF‘:J 649231 198302 1 001



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
Jin. H. Agus Salim No.04 Telp. (0752) 484295
PADANG PANJANG (27128)

W

SURAT PERNYATAAN
Nomor : W3-A8/910 /PL.01/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USMAN, SH

Nip 119641231 198302 1 001

Jabatan  : Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang

Unit : Pengadilan Agama Padang Panjang

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan Pagar
Permanen pada satuan kerja Pengadilan Agama Padang Panjang tidak memiliki Izin

Mendirikan Bangunan (IMB).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NIP. 19641831 198302 1 001



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 893/SEK/SK/X/2019
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS MAHKAMAH
AGUNG SELAKU PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BIRO
UMUM BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG ATAU
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG, SEKRETARIS SATUAN KERJA TINGKAT
ESELON I, SEKRETARIS PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN
SEKRETARIS PENGADILAN TINGKAT PERTAMA UNTUK DAN ATAS
NAMA SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MENGAJUKAN
PERMOHONAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.06/2019, Pengguna Barang Mahkamah

Agung memiliki kewenangan mengajukan

permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang

Milik Negara kepada Pengelola Barang dan dapat

menunjuk pejabat di lingkungan kantor pusat

dan/atau pejabat di lingkungan instansi vertikal

untuk melaksanakan kewenangan tersebut;



B

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang
Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab
Tertentu Dari Pengelola Barang kepada Pengguna
Barang, Pengguna Barang Mahkamah Agung
berwenang menetapkan Status Penggunaan BMN
tertentu;

bahwa dalam rangka efektivitas tugas dan fungsi
Mahkamah Agung, perlu dilakukan
penyempurnaan pengaturan mengenai pelimpahan
wewenang dan tanggung jawab Penggunan Barang
Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung yang
diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor 2A/SEK/SK/2017 tentang
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Tertentu dari Sekretaris Mahkamah Agung kepada
Kepala Badan Urusan Administrasi untuk dan Atas
Nama Sekretaris Mahkamah Agung
Menandatangani Surat dan/atau Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang
Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna
Barang Kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung atau Kepala Biro
Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat
Eselon I, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Untuk

dan atas nama  Sekretaris Mahkamah Agung



Mengingat

o3

Mengajukan Permohonan Penetapan  Status

Penggunaan Barang Milik Negara;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.
06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 /PMK.
06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 244/PMK. 06/2014 tentang Tata Cara



10.

11.

12.

-4-

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang
Milik Negara;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.
06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan
Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang
Kepada Pengguna Barang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.
06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik
Negara;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KM.01
/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri
Keuangan dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di
Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Nomor 154B/BUA/SK/7/2015
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada
Kepala Biro Perlengkapan dan Ketua/Wakil Ketua
Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan
Mahkamah Agung untuk dan atas Nama Kepala
Badan Urusan Administrasi Mengajukan
Permohonan  Persetujuan Penetapan  Status
Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Kepada Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor



MENETAPKAN

KESATU

-5-

39.F/BUA/SK/2/2017 tentang Perubahan atas
Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Nomor 154B/BUA/SK/7/2015
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada
Kepala Biro Perlengkapan dan Ketua/Wakil Ketua
Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan
Mahkamah Agung untuk dan atas Nama Kepala
Badan Urusan Administrasi Mengajukan
Permohonan  Persetujuan Penetapan  Status

Penggunaan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG SELAKU PENGGUNA
BARANG KEPADA KEPALA BIRO UMUM BADAN
URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG ATAU
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN BADAN URUSAN
ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG, SEKRETARIS
SATUAN KERJA TINGKAT ESELON I, SEKRETARIS
PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN SEKRETARIS
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA UNTUK DAN ATAS
NAMA SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA.

Melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab
Pengguna Barang Mahkamah Agung yang dilaksanakan
secara fungsional oleh Sekretaris Mahkamah Agung
kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung atau Kepala Biro Perlengkapan Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sekretaris

Satuan Kerja Tingkat Eselon I, Sekretaris Pengadilan



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

78

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di
Lingkungan Mahkamah Agung untuk dan atas nama
Sekretaris Mahkamah Agung mengajukan Permohonan
Penetapan Status Penggunan Barang Milik Negara
berupa:

1. tanah dan/atau bangunan;

2. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki
bukti kepemilikan;

3. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan
BMN di atas 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
per unit/item/satuan; dan

4. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan
BMN sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) per unit/item/satuan.

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan
peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU bertujuan untuk lebih meningkatkan

ketertiban dalam pelaksanaan penggunaan Barang Milik

Negara (BMN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4

(empat) badan peradilan dibawahnya

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2A/SEK/SK/

11/2017 tentang  Pendelegasian  Wewenang dan

Tanggung Jawab Tertentu dari Sekretaris Mahkamah

Agung kepada Kepala Badan Urusan Administrasi

untuk dan Atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung



KELIMA

7~

Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2019

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

b 0 e

o

10.

11.

Ketua Mahkamah Agung RI;

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial,
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
Panitera Mahkamah Agung RI;

Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung
RI;

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan RI;

Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung
RI;

Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara & Sistem
Infomasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan RI;

Seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;

Seluruh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang  Direktorat Jenderal Kekayaan  Negara
Kementerian Keuangan RI.



II.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 893 /SEK/SK/X/2019
TANGGAL : 31 Oktober 2019

MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang

Kewenangannya ada pada Pengelola Barang.

Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

(BMN) diajukan melalui Kepala Biro Umum atau Kepala Biro

Perlengkapan, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat Eselon I,

Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan

Tingkat Pertama kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) untuk Barang Milik Negara berupa :
tanah dan/atau bangunan,;

2. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti
kepemilikan; dan

3. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti
kepemilikan dengan nilai perolehan* BMN per unit diatas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/item/

satuan.

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang
Kewenangannya ada pada Pengguna Barang.

Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara
(BMN) diajukan melalui Kepala Biro Umum atau Kepala Biro
Perlengkapan, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat Eselon I,
Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan
Tingkat Pertama kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI cq.
Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi untuk
Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan

yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan



-9-

BMN* sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per

unit/item/satuan.

*) Nilai Perolehan adalah nilai wajar terakhir yang tercatat dalam
List BMN aplikasi SIMAK BMN.




MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

INTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2021

NAMA UAPKPB : 005.01.08.401962.000 PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Tanggal
Halaman : 1

Kode Lap. : LDBMNSI

- 02-08-2022

SUB-SUB KELOMPOK BARANG NU - TGL NS URAIAN i i KODE RUANG/
—— T P SAT BUKU TRN TRANSAKSI TGL OLEL TERCATAT NO KIB NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Dl .01.01.002 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan 11 1 M2 11/10/2016 107 Reklasifikasi Masuk 10-08- }978 KIB 1 286,520,000
2010101,002 | Tanah Bangunan Rumah Negam Golongan 1 | 1| M2 | 02102017 | 223 | Korcksi Serm Hosil Peniaian Kembati | | | 0o
201.0101.002 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I “al M2 | 0102007 | 205 | Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset "~ 1,090,980,000
'_‘ BI Ei E}iE(—)i Tan.ah Bangunan Rum::h Negara Golongan II i i N;l; E}:JEIJE(_)E ;(‘JI‘; I;E;;B;I;IFAE'IEESI Tr;;;[s_l(:nal .- S vli
Eﬁl_ﬁ]_u]unz %;:;I: Bangunan Rumah Negara Golanp.an ]l . i ;1; RN ‘% mi&cﬁg 525 ) 1&;(; ‘I‘(:;aai_a-l; ;;;u;I_‘I:“ N " lﬁ_os ;‘_}7;! EE! _ I li
e i st i e R EE B e O, el T e e W ke = . . i 1‘3??.50{).000__

1 ‘3?'.-‘.500.,00.0




MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

LISTING DATA BARANG MILIK NEGARA
INTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2021

NAMA UAPKPB : 005.01.08.401962.000 PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
Tangga[ - 02-06-2022

RUANG LINGKUP DATA:  TERCATAT DI DBR/DBL/KIB NILAI LEBIH DARI 0 Halaman @ 1
KONDISI BAIK URUT KODE BARANG Kode Lap. : LDBMNSI
SUB-SUB KELOMPOK BARANG NUP SAT NILAI KONDISI TERCATAT KODE RUANG/ URAIAN RUANG/
KODE URAIAN NOKIB URAIAN LOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.04.0104.001 | Pagar Permanen 1| Unit 193,410,000 Baik DBL HALAMAN GEDUNG KANTOR
e e o s













===
=
i
-
—

e
e el
e




a ®F a0 o @ ) et _© oz, b ® S g 2 P bt 4 & T o Sl oiade Wheotatdy THe
sl I AN BOR 0 AN e AR SN SO, T PLe AL TR A S Y, RO R S RNy e RO A R0y TR A I RS L R S S
.rr..‘l. et ey o W SR . S ga - A 3 % ¢ = - a P o N ox Py A
7 el
- Py
w ‘v‘__
o _.q....
_ e . .
pe, ﬁ : i
b a4 . i
- .~ B ” — “
L8 EL
._T : =2
% Do
My * !
X [ 2 .
S
7 : : z
o [ v -
ool — I . -
=}
3 e gt 2 8
] « =
. e =5
ool
tﬁ st 2
=
i
4 L
3 =t
i - _
o /M (Fe C
. @ L 8¢ w..l
!
]
Z.
<
et

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

T

- - i ™ [ i Ll " I s
L e o .t..— 4 v .-.444 v ._-1_-; % .A......:..., 4.‘-.&.....4.: et na...‘..f" ; .& c.._.a..(.
] an ®

SERTIPIKAT

BUKU-TANAH DESA

HAK
NO.

1 s - ,.-, M A 0

A 11276C4

KANTOR AGRARIA

KABGPATEN/KOTAMADYA

/ os .o 3 .
. \u S A A St o SR hatnl « N AT o MARY, Do IS
y a8 °
5



DAFTAR ISIAN 205

4

° ° ° ° e © S .,.’ﬂh i § - o e o 22 P4 OB .Jn ..r.ﬂ r.t?u.m i ..r.,u. 2 r.-“... b’
RSB Ty e RN R = AN R L A S R ) e WA EEOL UL Y ..”..Y.v ST o R T s BT S L Y, TS ARIRY, TR S A w\
£ * - . ud nihl ol -...
. Y
\/
W‘
° e
. 4 . . . Y
: : : : m B : I
] . . mm . o B
1o - .m... £ : Yoo
: 5 : 8 zN ; YR
E B N a By : ¥
r 2 ®B B W = Y 3 {4
L S S A~ ks 13
=z i & y 3 8 1 E& 34 2 4y
‘e ) ; : ’ =y . .
<L £ g g 3|
M * 2 < ‘ oL O
- L] — -1 o. a'
N B o2 2 2 : )
A _ § <o = - W
& = & w < 4
. ¢ L ¢
- < 8 g g 8 Rl
: A W a .5 o X
0 = {2 3 |
o o e O v
; : . : %
z -
Wi 4n
« Y
. AV 5 s !
o) (=
Lol < < = 7
= Z E = kS .
T < < <t <« - %
14 as) 5 3 o B g y
- m O < ¥ y
L © F Z 3 ~ i,
0. = E M ™ E y
E — -« — Z ¥
] M i < . [yt
0 o 2 S of
LR
(-3 m ] 3
A 4 =T 3
Q.WL.
-.h"
y
v

T - e o - e gt % it " S - ) . - ) bt P e, " 9 3 b ) iy s WLy
R R R S SR Ry SO T “Ean QS g g av g < gL grle R anigE s e < an e S an v o ]
. ° ° ® ° L] ° s o4 L] °

° ° e ° ° ° D



PENDAFTARAN-PERTAMA

Halaman :

—

a) HAK, PAKAIL .-

No. 02.

Desa /Kelurahan Balsf
Halei.

b) NAMA JALAN/PERSIL

f)

NAMA PEMEGANG HAK

c) ASAL PERSIL

1. Konverst
2. Pemberian hak dari Tanszh

Negars.
3. Pemisahandart

4. Penggabungan-dengan

g PENDAFTARAN

............... Padang-Peajeng---- T8 ... Ssptember... 4988w
A.n. BUPATH/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATIWALIKOTAMADYA KDH
---TkaIl-PdPenjang--
Kepala Kantor Agraria
u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Agraria

dto dto
(NURBAR ).~ ( Mo.SJOFJAN BSH .=
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ksn SK Gubernur,.
) CATATAN MENGENAI PAJAK
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No: 19/1968.
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UNTUK SERTIPIKAT
P.Panjang

T R nn
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A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH

......................

Kepala Kantor Agraria
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Fe.Panjang. ... 1 .19 Februari.19.88

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH
Padann, Panjang

Kepala Kantor Agraria

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.

tdetee ]

(CNURBAR ).-

NIP,010038507 NIP,.040038507,.-
: Penggabung
Lihat surat ukur ° - Nomor :....... 190w Nomor hak i ooy ipeimiits
Pengganti
DIKELUARKAN SURAT UKUR Nomor i oo
: Luas Sisa luas
Tanggal Nomor hak
Sianya desraskan dalam surat-nker NOmOT 3= cv e ot ouinna.. ., L Nomorhak : ................




PERBANDINGAN 1 : 299.............

PENJELASAN : ..cooooeeeee.. e T T batas tanah ini




No. :  DTK. 1 06 /IB/ II /19 85,-

Lamp. :1 (satu) rangkap. .
Kutipan Keputusan

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Panjang .“ ~N

MEMBACA

MEMPERHATIKAN
MENIMBANG DAN SEBAGAINYA

MENGINGAT
MEMUTUSEKAN '

Menetapkan o
I. Memberi izin kepada : Sdr.AMIRUDDIN Pimbagpro Perluasan Balai Sidang Pengadilan Agama
- Pd.Panjang,untuk mendirikan/menambah Ruang Sidang Pengadilan -
Agama Pd,Panjang,besar dan bentuknya sesuai dengan gambar yang -
menjadi lampiran surat keputusan ini,letaknya di Jl.Perintis Ke-
merdekaan,diatas tanah milik Pemda Kodya Padang Panjang.

rumah besarnya (8,00x7,50)+(5,00x6.50)+(2,00x2,00)meter,tonggak boton
turutan » == bertulang,dinding batu bata,lantai Ubin Pc, ,atar;\
jalan kedapur ( overlop ) » == seng, =
Emperan » =

teras Jr—

pagar panjangnya ---

dengan ketentuan sebagai berikut <

a. Segala pekerjaan hendaklah dilakukan berdasarkan gambar yang telah disyahkan dan
menurut petunjuk dari Dinas Tata Kota

b. Pagar, pekarangan, kakus, bak kakus, bandar, pengaliran air pekarangan hendaklah di-
perbuat atau diperbaiki

¢.  Segala pekerjaan hendaklah selesai dala=q ( 2L ) bulan setelah izin diperdapat

d. Gambar bangunan. situasi dan surat izia berada ditempat pekerjaan. -

e. Pada tempar bangunan ini harus dipasangkan papan yang bertulis No. dan tgl izin
bangunan

f.  Selain yang diterangkan diatas, mestilah diperlukan dalam hal ini peraturan - peratu-
ran yang telah ada dan akan disyahkan

g. Jika salah satu dari syarat - syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan meanyebabkan
penarikan ( pematian ) izin inj kembali

II. Bea pembangunan dan ongkos-ongkos lainnya ditentukan banyaknya Rp 99.000,=
(_Sembilan puluh sembilan ribu rupiah,= )

menurat perhitungan yang diterangkan dibawah ini

{II. Bahwa surat keputusan ini baru syah, sejak tanggal pembayaran bea pembangunan tersebut
diatas yang disetorkan kepada Kas Pemerintah Kota (Dinas Pendapatan) dgn. catatan bahwa :

a. Izin ini diberikan tidaklah berarti sebagai ketentuan hak tentang memiliki tanab peru-
mahan dan bangunan ini.

b. Kotamadya Daerah Tk. II Padang Panjang tidak dapat dituntut berkenaan dengan tanah
Perumahannya dan segala sengketa serta akibat yang timbul disebabkan persoalan tanah
sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pemohon,

\ Ditetapkan di : Padang Panjang
& Buat Salinan Pada tgl. : 6 Pebruari 1985, -

\pall Dinas Tata Kc(wf

i - /‘\ﬁj‘ d. t. o.
( BUDI HARIYANTO B E) :

A Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Padang Panjang




——————

o

GAMBAR SITUASI :
KONSTRUKSI :
ATAS NAMA :
LOKASTI 3

RUMAH-PENGEAL/TOKOBANGUNAN-UL

! U/
AT,
muw.ODIQGWth°v.lH.°°. L -

PERMANENT/S

%u.____. Cay’ h«.b}r\,\n

..HHL&E lnﬂtﬂbtﬂooeﬂt.laoalaﬁluoa-cozol LU 5520

KOTAMADYA PADANG PANJANG,

2 WOt D)

G@coocaconsoncdboocDOuUGBE

Coscoo0a0 0wy

WALT

= ....m_ s
" Drea ASRIL SAMAN.
|010035261.

oy

1 —y

. ~ Disetuju .
KOPAMADYASKDH. TK. II JPADANG PANJANG,

cof

-

: S " ,Mﬂm”.mﬂ.

_ m.f,. 1t 500.

2 N ikag ng Panjang,

JEP DINAS TATA xmaﬂn\
\ _
_ﬁ. | \.Jﬁ\

m
BUDI |HARTYANTO.BAE.

- NIP. 1010095959 .-

|
|

%




